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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat
daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
penyusunan rencana strategis perangkat daerah
merupakan  kebutuhan nyata untuk menjamin
keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan
pembangunan daerah, seirta menjawab tuntutan
masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik
vang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;

. bahwa  sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap
perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis
sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana
Strategis Perangkar Daerah Kota Denpasar
Tahun 2025-2029;



Mengingat: 1.

n

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana terlah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (I.embaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871);



Menetapkan

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta
Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR

TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Lo o o

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
Walikota adalah Walikota Denpasar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selamjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.




(1)

(2)

(1)
@)

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah
di ingkungan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai
visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana
Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD
Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi,
misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk Jangka waktu 5 (lima)
tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
KP.-TM Nasicnal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD
adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB I1
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasat 2

Rernistra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD
Semesta BerencanaDaerah.

Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai
dengan keterituan Peraturan Perundang-undangan.



(1)

(2)

(7)

(8)

9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

BAB I
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN

b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

c. BABIIl : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

d. BABIV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

e. BABV: PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Feraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum

dalam Larnpiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Waliketa ini.

Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Penigendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotz Denpasar

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran

XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.



(17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran
XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar

(20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum
dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan, Watikota ini.

(23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkuan dari Peraturan Walikota ini XXII

(24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum
dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar
tercantum dalam Lainpiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(27) Renstra Badan Perencanaan Pembhangunan Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XXVl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXVH yang merupakan bagizan tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXX vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran
XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

(33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.




(36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

(37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam
Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu} kali dalam 1 (satu} tahun.

(2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah.

(3) Tata cara pengendalien dan evatuasi berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah
Daerah;

c. hasil pengendatian dan evaluasi merrunjukian adanya ketidaksesuain pada
substansi; dan/atau

d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan
penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun
2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang
mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,

I GUSéI NGURAH JA3A NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

BERITA DAERAHAOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34



KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa,
maka Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025 — 2029 dapat kami selesaikan sesuai target
waktu yang telah dirancang.

Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra
disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi
Tujuan sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta indikator

kinerja sebagai target dan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dan pencapaian visi, misi dan Arah
Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang terukur dalam waktu 5 (lima) tahun. Serta menjadi
acuan bagi Perangkat Daerah fainnya/ stake holder dalam mensinergikan pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar.

Renstra ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak
dapat kami sebutkan satu persatu dan untuk itu kami mengucapkan banvak terimakasih.

Denpasar, 19 September 2025

NIP. 19660416 199703 1 005
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BAB |

PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang
Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis (Renstra), Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang  Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi, serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Dacrah, schingga diperlukan penycsuaian-penycsuaian terhadap tugas Pokok dan
Fungsi, serta kewenangan sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Resntra), Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan penyesuaian
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor (50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rancangan Akhir {Ranhirj Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
Pcrangkat Dacrah yang tidak tcrpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Meneagah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi
penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Penyusunan Rancangan Akhir
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar Tahun 2025-2029 mengacu pada Surat Edaran Walikota Nomor
YUIBIEBAPPEDA/Z0Z2 Temung Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari unsur pemerintahan di dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistem otonomi daerah mempunyai tugas dan
fungsi menyeienggarakan urusan pemerintahan di Kota Denpasar dalam upaya mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945
dan amandemennya. Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dengan sistem
otonomi daerah maka dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

yang dimulai dari perencanaan program dan Kegiatan, pendanaan (anggaran), pelaksanaan,
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pengawasannya (moniforing) berkewajiban menyampaikan laporan berkenaan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 - 2029, Dinas pekerjaan umum dan
penataan ruang Kota Denpasar memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat
dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparansi,
akuntabilitas, partisipatif dan responsif.

Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan ruang Kota Denpasar selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Denpasar,
membutuhkan suatu perencanaan yang menyefuruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis (Renstra) di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RJPM) dengan masa pelaksanaan
5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan
Daerab berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat
diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas). RENSTRA DPerangkat
Dacrah merupakan penjabaran dari RPJM Kepala Daerah. RJPM sendiri merupakan
penjabaran dari KPJP yang mempunyai masa pelaksanaan 20 {dua puiuh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RENSTRA-Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Satuan
Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan REMNSTRA-
Perangkat Daerah harus meflibatkan semua Stake FHolder dengan harapan sefuruh Stake
Holder bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Renstra merupakan acuan Perangkat Dacrah (PD) dulam  Perencanaan serta
Pelaksanaan Program dan Kegiatan berbasis Kinerja dengan berorientasi hasil (out come) yang
diselaraskan dengan KPJMD Rota Denpasar, Renstra Pemerimah Propinsi Baii serta
Kementerian terkait sehingga tercapai sasaran pembangunan daerah dan nasional di bidang
infrastruktur scrta tcrcapai targct-target infrastruktur dalam lingkup Infrastruktur Dasar,
Konektivitas dan Ketahanan Air. Disamping itu juga Renstra merupakan acuan dalam
perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sebagai acuan daiam
penyusunan dokumen Rencana Kerja PD dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKiJP), serta mendorong target pencapaian Reformasi Birokrasi.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berlakunya rencana strategis selama lima tahun,
namun karena terjadinya perubahan organisasi perangkat dacrah maka tujuan organisasi juga
harus berubah. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan tercapainya prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan dilakukan pemerintah Kota bersama para pemangku
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kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan Kota serta perencanaan yang dilaksanakan

berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar, sesuai dinamika

perkembangan daerah dan nasional, dengan mengedepankan prinsip transparan, responsif,
efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

i.Z. Landasan Hukum
Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD) 2025-2029 didasarkan pada berbagai regulasi yang mengatur perencanaan
pembangunan daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang menjadi pedoman:

Undang-Undang Nomor 23 Tatom 2§74 tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan
daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Menetapkan sistem perencanaan pembangunan yang mencakup perencanaan
jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Menyediakan kerangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan
akuntabel dalam perencanaan daerah.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur penyusunan kebijakan keuangan daerah yang terkait dengan
perencanaan strategis.

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Mengatur mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah daerah yang
berkaitan dengan Renstra PD.

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Menjadi acuan utama dalam penyusunan perencanaan strategis di daerah agar
sclaras dengan pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah,
termasuk penyusunan Renstra PD.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD)

Mengatur mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah berbasis sistem
informasi.
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« RPJPD 2025-2045 (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
Menjadi panduan untuk perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

« RPJMD 2025-2029 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra PD untuk periode lima tahun.

1.3. Maksud dan Tujuan
Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Strategis ini disusun dengan maksud

merupakan Rencana pemibangunan yang bersifat indikatif jangka periode 5 (lima) tahun
uatuk peloksanaas Urusan Pemerintahan Wajib Peloyasas Dasar Bidasg Pekerjaas Ussurw
dan Penataan Ruang, sehingga penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Perencanaan
Pembangunan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam upaya
untuk meningkatkan kuaiitas dan Kuantitas layanan dasar bagi masyarakal meiipuu
pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan dan memperlancar distribusi lalu-
lintas barang dan manusia, penyediaan infrastruktur air bersih, penyediaan infrastruktur
pengairan, serta infrastruktur permukiman dan penyehatan lingkungan, menciptakan
tertib penyelenggaraan Jasa konstruksi, serna menyelenggarakan pengendaiian

pemanfaatan ruang wilayah kota. Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
bertujuan uniuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dengan
mengedepankan prinsip transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan,dan ramah bagi semua, guna mendukung
pencapaian RPJMD Kota denpasar, dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Organisasi
Perangkat Daerah, serta sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Uinum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan di bidang infratruktur Pekerjaan Umum sefama {ima tahun;

3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
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1.4. Sistematika Penulisan
BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Perangkat Daerak agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi
Rensira Perangkat Daerah daiam penyeienggaraan Pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah
dengan dokumen RPJMD, Renstra Provinsi dan dengan Renja Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjeiasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,
dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Pcrangkat Dacrah, scrta pcdoman yang dijadikan acuan dalam pcenyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat
Dacrah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penuiisan Renswa Perangkat Daerah, sena

susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah diuasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah periode sebefumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mcngulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Suukwur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah,

struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselen dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi

B A S T BT e T R A T
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Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat
Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,
asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau
indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh

pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasaiahan-permasaiahan pefayanan Perangkat Daerah
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. ldentifikasi permasalahan didasarkan
pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala dacrah terpilih.
Sclanjutnya berdasarkan identifikasi pcrmasalahan pelayanan Perangkat Dacrah (Tabel
T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu
bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor faktor
pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan
pclayanan Pcrangkat Dacrah ditinjau dari sasaran jangka mcncngah Renstra K/L
provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Kencana Tara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat
~ Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. ,
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran
pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran
jangka menengah provinsi/kabupaten/kota; dari Renstra Perangkat 4. implikasi RTRW
bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Daerah 5. implikasi KLHS bagi pelayanan
Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoieh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat

Daerah tahun rencana.

BAB iV TUFUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pcrnyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pcrnyataan stratcgi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kineqja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kincrja Perangkat Dacrah yang sccara langsung
menunjukkan kineria yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPIMD.

BAB VIII PENUTUP
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BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Adapun tincian Stoukbur organisasi pada Dinas Pekediaan Umnm dan Peoataan
Ruang Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah adalah sebagai berikut :

1.  Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas, Sekretariat terdiri dari :
a. Kepala Sub Bagian Keuangan
b. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi Publik

¢. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, terdiri dari :
a. Kclompok Jabatan Fungsional Pcmbina Jasa Konstruksi Ahli Muda

4.  Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda
5. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :

a.  Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli
Mnuda
6.  Kepaia Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri
dari :
a.  Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli
Muda

Kepaia Bidang Penataan Bangunan dan Pengemnbangan Kawasan Permukiraan

~

a.  Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan
Kawasan Pcrmukiman Ahli Muda
8.  Kepala Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

a.  Kelompok Jabatan Fungsionai Penata Ruang Ahii Muda
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Struktur organisasi pada Dinas Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh scorang Kepala Bidang, Sub

Bagian masing- masing dipimpin oieh seorang Kepaia Sub.Bagian. Jumiah ASN pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 112 orang
dan dapat dilihat pada Tabcl 2.1 scbagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

Pendidikan Jenis Kelamin fci
] ' i Juiiite i
2 5l 03 [MA [sMP [SD |L P San (Orang) |
5 ; | KepalaDinas ;
) [ j PUPR
- - - 1 - |Plt. Sekretaris 1
3 - - 3 3  [KaBid 6
6 - - 3 5 _Fungsional 8
2 - - 1 1 |Ka.Su.Bag 2
30 1 38 73 20 |Staf 94
Jumlah |

112 ‘
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu

Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan
pragram dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/
Fasilitas Wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu pada Bidang Sumber
Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang,
Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta tugas-tugas lainnya
yang terkait dengan Infrastruktur ke PU-an.

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota
dalam rangka pelaksanaan tugas urusan wajib pelayanan dasar, dengan fungsi melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keria Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).

Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar yang telah dirubah menjadi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1, Tugas:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu
Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dau tugas pembantuan yang

divcrikan kepada Kota.
2. Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
menjadi kewenangan Kota.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
menjadi kewenangan Kota.

c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

£

zonl s o cuna s, A ~ 4
Penyelenggaraan evaluasi dan pelapeoran Dinas

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya

e SRR
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2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Terkait dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) ke PU an, mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nemer 244, Tambehen Lembaran Negar
Reputlik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnva Nomor 65 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimai;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Pekerjaan umum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang

Penerapan Standar Peiayanan Minimai

Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu:
1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Untuk target dan capaian SPM (Standar Peiayanan Minimal) DPUPR Kota Denpasar
tahun 2024 dan 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan.

B e L B T T T T L s M O T T IS
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Dalam rangka pengembangan pelayanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Denpasar menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi

. dan carikan jalan keluar yang terbaik dengen memanfastkon peluang yang ada, agar tujuan

dalam melaksanakannya dapat tercapai. Sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Denpasar yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah wajib pelayanan

dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan mampu mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang berkualiias dan handal berbasis penataan Tuang dan
kemampuan sumber daya Kota Denpasar yang meliputi:

a. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang berperan dalam penyimpanan dan
pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), perkotaan, industri
kecil dan menengah (UKM), dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan yang
merupakan bagian dari pelaksanaan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan
pengendalian daya rusak air;

b. Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-
fintas barang dan manusia maupun sebagai pembentuk struktur ruang wilayah;

¢. Infrastruktur Permukiman yang berperan dalam pemenuhan standar pelayanan perkotaan
(SPP) dan revitalisasi Kawasan;

d. Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan,
pembinaan,peiaksanaan, dan pengawasan penataan ruang yang berperan menjaga
terkendalinya pembangunan Kota Denpasar;

c. Pengembangan dan pencrapan informatika dan tehnologi dalam perencanaan,
pembangunan, pengelolaan infrastruktur dan penyelenggaraan penataan ruang kota yang
dengan febih cerdas (Smart City) yang berperan meningkatkan Kkecepatan,
ketepatan,kenyamanan layanan publik dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota
Denpasar.

Keandalan Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan modal sosial masyarakat

(social overhead capitai) yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan investasi yang merata, peningkatan daya

saing dacrah serta mcrupakan unsur penting dalam pemenuhan kcbutuhan/hak dasar
masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam proses perpindahan manusia
dan barang yang merupakan kebutuhan utama dafam kegialan masyarakat daiam

menjalankan altivitas sehari-hari serta pendorong keunggulan daya saing Kota Denpasar

serta pencapaian pemerataan pembangunan yang menuju pada pemerataan kesejahteraan
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masyarakat, pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi/tata niaga dari proses produksi
ke pasar hingga ke konsumsi akhir serta menunjang peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat Gini Ratio di Kota Denpasar.

Pembangunan infrastruktur diharapkan untuk bisa difaksanakan dengan kegiatan-
kegiatan yang berwawasan lingkungan serta berperan dalam upaya meningkatkan kualitas
lingkungan dan mcmpertahankan daya dukung lingkungan sccara berkclanjutan melalui
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi daerah aliran sungai pembangunan
konstruksi ramah fingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta diharapkan dapat
menjadi penggerak pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan sinergi melaui
kemitraan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hidup dan
menjadikan Kota Denpasar yang berketahanan (resillient city). Dengan demikian maka
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penyeienggaraan penataan ruang

dimaksudkan untuk mencapai 6 (enam) strategic goals, yaitu:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth);,

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pro poor dan pro job),
¢. Meningkatkan kuaiitas lingkungan;

d. Pro environment/green;

e. Terjaganya kelestarian budaya/kearifan lokal (pro cuiture);

]

Infrastruktur ramah bagi semua

RANHIR (RANCANGA' AKHIR) RENSTRA DPUPR 2025 - 2029 28



BAB III”

PERMASALAHAN DAN SU ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum dzn Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unit kerja teknis yang

membidangi pelaksanaan tugas-tugas infrastruktur Pekerjaan Umum pada Urusan Wajib
Pelayanan, Dasar dituntut untuk. dapat wmemberikan lavanan publik. vang bandal pada
penyediaan sarana dan prasarana jalan, pengairan dan penataan serta penyehatan lingkungan
sehingga masyarakat terpenthi kebutuhannya untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan
menggunakan jalan, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, sanitasi, penyehatan
lingkungam, serta ketersedian saluran drainase dam irigasi. Disamping itu-da'snr melaksanakan
program dan kegiatan diharapkan untuk mampu mengadopsi perubahan kebijakan startegis

baik lokal, rcgional, nasional dan intcrnasional.

Kehandalan layanan infrastruktur Pekerjaan Umum di wujudkan dengan kemampuan
untuk menyediakan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berkualitas, aman, nyaman,
fungsional, berketahanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan yang akan tercapai dengan

mewujudkan hal-hal seperti:

a. Pelayaman jatan yang memmemain stamdar petayaman momimrm yang memcaRup aspek
aksesibilitas. mobilitas. kondisi jaian, keselamatan dan kecepatan tempuh rata-rata;

b. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan
pelayanan untukmendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan;

c. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas yaitu
penycdiaan air minum yang memenuhi baku mutu dan keschatan manusia dan dalam
jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 jam per-hari;

d. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode
yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;

¢. Bangunan gedung yang memenuhi standar tcknis ;

f. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur ke PUan yang
andal berbasis penataan ruang dan Budaya;

g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi
yang andal dan adaptip terhadap perkembangan tehnoologi.
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Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota denpasar yang terkait dengan urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat diselesaikan oleh DPUPR sendiri namun

memerlukan partisipasi seluruh stake holder/seluruh lapisan masyarakat serta sinergitas

pelaksanaan program dan kegiatan fintas Perangkat Daerah dan lintas sector. Dalam hal ini

diperlukan kesclarasan perencanan program dan kegiatan lintas OPD dan Lintas sector

sehingga pembangunan di Kota Denpasar khususnya pembangunan Infrastruktur dapat

berjalan dengan baik dan Infrastruktur yang terbangun dapat terpelihara dan bermanfaat bagi

masyarakat secara berkefanjutan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang diantaranya adalah :

1.
2

‘O

fo.

11.

iZ.

Belum Optimalnya kondisi pelayanan jalan yang mantap.

Belum memadainya penataan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk
utilitas.

Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan bagian- bagian jalan untuk pedagang kaki
lima dan lapak lapak pedagang.

Belum optimalnya pengendalian batas maksimum tonase kendaraan yang melintasi jalan
sesuai dengan batas kemampuan beban jalan

Perlunya penataan pohon perindang tepi jalan untuk menghindari terjadinya kerusakan
jalan_drainace dan trotoar.

Kondisi jaringan pedestrian yang belum memadai.

Belum memadainya kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat
memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air
yang berkelaijutan.

Besamya luasan dan sebaran genangan di kota denpasar pada saat terjadinya hujan.
Belum memadainya kualitas dan kuantitas kondisi dan layanan saluran drainasc
perkotaan.

Beium optimainya pefayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas/jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Belum optimalnya pclayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan
menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis.

Periunya pengembangan teknoiogi dan peningkatan Kualitas dan kapasitas infrastrukiur
pengelolaan persampahan untuk inengurangi pembuangan sampah ke tempat

pembuangan akhir sampah.
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13. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penataan bangunan yang andal
berbasis penataan ruang dan budaya.
14. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana pola ruang.

[5. Befum terpenuhinya KTH pubiik kawasan perkotaan sebesar Z0%.
16. Lemahnya basis data spasial.
17. Masih banyaknya bangunan yang belum ber- IMB.

18. Belum memadainya ketersediaan data base di bidang kePUPR-an dan Tata Ruang.

19. Belum optimalnya integrasi perencanaan di bidang infrastruktur.

20. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi kompetensi keterampilan.

21. Belum optimalnya kinerja layanan DPUPRKota Denpasar.

22. Belum optimalnya penataan reklame dan infrastrukturnya yang berdampak pada estetika
dan keindabhan waiah kota.

23. Belum seimbangnya kecepatan dan kemampuan penyediaan sarana dan prasarana jalan
terhadap pertumbuhan penduduk dan volume kendaraan bermotor.

Z4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan

penretiraraan mfrastruktor

3.2, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2025-2029 adalah: “KOTA KREATIF BERBASIS
BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”.

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis
terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua,
sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dar ketiga, sumber daya spiritual
untuk menggunggah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi strukwr bersandar pada
kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar
pada kcharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut scbesar-
besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan
kesejahteraan masyarakat yang sepenufinya dikendaiikan di atas iandasan kebudayaan.
Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian,
maupun penyempumaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan
keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan
refigius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya capat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi

kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan.
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Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera,
bahkan bahagia. Inilah Depasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar
dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman. Budaya yang dimaksudkan
adaiah budaya yang bersifat universai dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersin,
budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan
dengan budaya Bali yang dilandasi olch falsapah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih
yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan
seperti, nilai yang teriaiu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, niiai yang teriaiu
berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat
mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendin,
rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah Tri Hita Karana yang
merupakan budaya Bali dipertarunkan.

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 - 2029, sesusi dengan arah kebijakan
sebagaimanra dituangkan dalam RPIMD periode 2025-2029 adalah peningkatan sumber daya
manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada
terwujudnya penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat beriandaskan kebudayaan Baii.
Sesuai dengan arahan dan fokus RPJMD periode Tahun 2025-2029 serta guna mewujudkan
visi Kota Denpasar Tahun 2025-2029, maka disusun misi Pemerintah Kota Denpasar antara
lain:

i. Meningkatkan KeMAKMURKan Masyarakalt Kota Denpasar meiaiui Peningkatan
Kualitas Pelayanan Pendidikan, Keschatan dan Pendapatan Masyarakat yang
Berkeadilan.

2. Menjaga Stabilitas KeAMANan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan
Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.

3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju
Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

4. UNGGUL dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju
Keseimbangan Pembangunan Berbasis 771 Hita Karana.

5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan KeBUDAYAan Bali.

Telaahan Visi: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"

Visi ini mencerminkan tekad Denpasar untuk menjadi kota modern dan inovatif tanpa
meninggalkan kearifan budaya Bali. Fokus utama dalam visi ini mencakup:

1. Kreativitas sebagai Pendorong Ekonomi — Menekankan peran ekonomi Kkreatif,
inovasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam pembangunan ketz.
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2. Budaya sebagai Identitas — Menjadikan budaya Bali sebagai pijakan utama dalam tata
kelola kota, pariwisata, dan kehidupan masyarakat.

3. Denpasar Maju — Mengarah pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing
global, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Telaahan Misi
Untuk mencapai visi tersebut, misi-misi yang ditetapkan memberikan fokus yang jelas:
1. Kemakmuran Masyarakat

o Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM
unggul.

o Mendorong kesejahteraan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
2. Stabilitas Keamanan

o Penguatan keamanan dan ketahanan pangan sebagai faktor stabilitas sosial.

o Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan krisis lingkungan.
3. Reiormasi Birokrasi dengan Spirit Sewakadarma

o Membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

o Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital.
4. SDM Unggul dan Inovasi Teknologi

o Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan
global.

o Pemanfaatan teknologi berbasis Tri Hita Karana untuk keseimbangan ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

5. Penguatan Identitas Budaya Bali

o Menjaza dan mengembangkan warisan budaya Bali sebagai dava tarik utama
pariwisata dan kehidupan masyarakat.

o Memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis budaya agar tetap relevan
dalam era modemisasi.

Telaahan Program Kepala Daerah
Untuk mendukung visi dan misi tersebut, program strategis yang diusung mencakup:

1. Pendidikan dan Kesehatan — Menjamin akses pendidikan berkualitas dan layanan
kesehatan yang merata.

2. Ekonomi Kreatif. Pariwisata. dan Kebudavaan — Mendorong sektor ekonomi
berbasis budaya dan digital.

3. Sosial dan Ketenagakerjaan — Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
ketahanan sosial masyarakat.

4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan — Pengembangan infrastruktur kota yang
modern dan aman.
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5. Reformasi Birokrasi — Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital
dan pelayanan publik yang efekti{.

3.3. Telaahan Renstra Dinas PUPRKIM Provinsi Bali
Telaahan Renstra dilakukan dengan menelaah Renstra Dinas PUPRKIM Provinsi Bali.

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, produk Rencana Tata Ruang atau yang
merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah yang berperan penting
dailam menentukan ietak—ietak dan pengaturan tata wiiayah daiam suatu daerah. jenjang skaia
yang terdapat dalam RTR tersebut diatur sesuai dengan tingkat R E N § T RA Dinas
PUPRKIM 2024-2026, dari bersifat arahan hingga kepada ketentuan-ketentuan peruntukan
ruang. RTR, dengan demikian, menjadi penting untuk diacu semua pemangku kepentingan
agar tercipta pembangunan yang terstrukuur, terarah, dan berkeianjutan. Di antara isu-isu
strategis penataan ruang, berdasarkan kecenderungan global, peningkatan penduduk yang
tinggali di daerah perkotaan akan mewamnai penataan ruang di masa sckarang dan mendatang.
Dalam hal ini, perkotaan juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan tempat bermuaranya aliran
investasi untuk kegiatan ekonomi yang menarik penduduk untuk berurbanisasi. Urbanisasi,
lebih lanjut, juga semakin banyak terjadi di daerah—bukan hanya di kota-kota besar saja, yang
selanjutnya menjadikannya sebagai kawasan bercirikan perkotaan. Selain itu, isu ketimpangan
wilayah dan batasan pembangunan (development constraint) terkait daya dukung dan daya
tampung wilayah juga periu mendapat perhatian. Daiam konteks tersebut, Kencana Tata Ruang
menjadi acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang (izin prinsip, izin lokasi, izin
penggunaan pemanfaatan tanah, IMB) dan menjadi pertimbangan dalam penerbitan izin
sektoral lainnya (izin lingkungan, IUP pertambangan, izin usaha pertambangan), maka
Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat vital sebagai alat pengendali dan dasar perizinan
pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan
kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Namun demikian, pentingnya peran RDTR tersebut
tidak diimbangi dengan produktivitas, kuaiitas, dan efektivitas RDTK yang dihasiikan. Hasil
evaluasi hingga Desember 2019 menunjukkan jumlah RDTR yang telah ditetapkan menjadi
peraturan dacrah sebanyak 54 Perda RDTR di 35 Kabupaten/kota atau kurang dari 3% dari
total 1.838 RDTR yang harus ditetapkan berdasarkan amanat RTRW Kabupaten/Kota.
Urgensi percepatan penyediaan KDTR merupakan upaya mempersiapkan acuan dan
percepatan bagi hadirnya investasi untuk pembangunan di Indonesia, yang diharapkan dapat
memberikan dampak ekonomi secara lebih luas kepada masyarakat delam menciptakan
lapangan kerja serta pengembangan wilayah. Hal ini yang kemudian diatur dalam Undang-

Undang No.i1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 2i Tahun
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2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun
dan menyediakan RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam bentuk
digital dan sesuai standar, dan Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR tersebut

dalam benruk digitai ke daiam sistem Perizinan Berusaha secara eiektronik (OSS).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Pendidikan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar telah

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang didukung dengan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran baik pada jenjang TK, SD, SMP, SMA
dan SMK. Pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah dan ruang
kelas dilaksanakan secara bertahap dan secara berkesinambungan untuk gedung yang
dan Olah Raga Kota Denpasar. Keadaan ruang kelas sekolah yang ada di Kota Denpasar

setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan

3.4.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kota Denpasar diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup schat bagi sctiap orang
agarpeningkatan derajat keschatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan padaperi kemanusiaan.
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata denganperhatian khusus pada penduduk
rentan. antara lain ibu hamil. bayi. anak. lanjutusia dan keluarga miskin. Pembangunan
bidang kesehatan semakin (ahun semakin menjadi prioritas bagi kebijakan Pemerintah
haik pusat maupun daerah hal ini tercermin dari kebijakan kehijalkan pemerintah yang
mengedepankan pembangunan di bidang keschatan. Disamping itu bidang keschatan saat
inimerzpakan isu yang sangat peka yang dapat mempengaruhi kredibilitas darisemua
kebijakan yang diambil olch pemerintah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti Rumah
Sahii Uium (RSU) baik panctiniall uraupun swasia, pusheinas, dau kiinik imciupahai

upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

3.4.3. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang
Pckerjaan umum mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang dapat

mempermudah akses masyarakat. Sebagai sektor penunjang, urusan pekerjaanumum
berperan besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian,membuka isolasi

wilayah, serta pembangunan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pembangunan infrastruktur
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dilaksanakan melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur dalam
rangka mendukung pertumbuhan ckonomi dan kescjahteraan masyarakat. Dalam
memperlancar kegiatan perckonomian suatu daerah, jalan merupakan sarana sangat
penting untuk mempermudah mobiiitas dan memperiancar arus perdagangan antar daeran
khususnya melalui darat. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan
semakin berkembangnya sarana teknologi di bidang kesehatan dan berbagai faktor lainnya
menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat pada beberapa dekade
terakhiryang tentu saja berdampak pada aspek aksesebilitas pendidikan, iklim
ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Pertambahan penduduk berbanding lurus
terhadap eksplorasi bahan makanan, air, energi, papan, dan sebagainya yang dibutuhkan
oleh manusia yang berarti semakin banyak tanah yang harus diolah, pemakaian pupuk
dan pestisida, merosotmya Kuaiitas air, pembangunan proyek-proyek pembangkit tenaga
listrik dan pemompaan sumur-sumur minyak. Kondisi ini berdampak sistemik dengan
munculnya ancaman kerwawan pangan, kerusakan lingkungandengan semakin parahnya
erosi tanah, polusi air dan udara, masalah kesehatan karena sanitasi, berkurangnya habitat
keanekaragaman hayati (biodiversity). Daiam komweks perubahan ikiim dan ancaman
terhadap kondisi lingkungan diuraikan berbagai isu strategis lingkungan yang dapat

mempengaruhi kchidupan masyarakat dunia meliputi:

a. Pemanasan Global merupakan fenomena peningkatan temperature global dari
tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang discbabkan oleh
meningkatnya emesi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan €EFC
sehingga energy matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampzk bag!
lingkungan biogeofisik adalah pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut,
perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya
flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktiitas sosial
ckonomi masyarakat adalah gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan
terhadap prasarara fungsi jalan nelubuhan dan handara gangguan terhadap
pemukiman penduduk, produktifitas pertanian, dan peningkatan resiko kanker
dan wabah penyakit.

b. Penipisan Lapisan Ozon dalam lapisan statosfer pengaruh radiasi ultraviolet, CFC
tcrurai dan mombcbaskan atom klor. Klor akan mompcrccpatl ponguraia ozom
menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain
yang mengandung brom seperti metal bromide dan halon juga ikut memperbesar
penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup adalah lebih banyaknya kasus

kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan Kematian, meningkatkan kasus




katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia
(imun), penurunan produks: tanaman jagung, kenaikan suhu udara dan kematian
pada hewan liar.

¢. Hujan Asam akibat proses revoiusi industri mengakibatkan timbuinya zat
pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun
menjadi senyawa asam.

d. Ancaman ini menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit,
sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah.

e. Penurunan keaneragaman hayati yang berptensi mengancam jumlah atau spesies
di suatu wilayah, keunikan spesies, gen serta ekosistem.

f. Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu bahan yang
diindentifikasi memiiiki bahan kimia samu atau iebih dari karasteristik mudah
meledak, mudah terbakar, bersifai reaktif, beracun, penyahab infeksi, bersifat

korosif.

3.4.4. Ketersediaan Sumber Daya Air
Pemanfaatan sumberdaya air bagi kebutuhan umat manusia semakin hari semakin

meningkat. Hal ini seirama dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang
memberikan konsekuensi logis terhadap upaya- upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Disatu sisi kebutuhan akan sumberdaya air semakin meningkat pesat dan disisi lain
kerusakan dan pencemaran sumberdaya air semakin meningkat pula sebagai implikasi
pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Sumberdaya air yang dimanfaatkan untuk
kebutuhan manusia paling deminan berasal dari air hujan. Menurut Shiklomanov (1997)
dalzm Unesca (2003) disebutkan hahwa lehih dari 54% runoff yang dapat dimanfaatkan,
digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apabila tingkat kebutuhan semakin lama
semakin tinggi, maka dikuatirkan ketersediaan air tidak mencukupi. Pada saat ini
diperkirakan terdapat lebih dari 2 milyar manusia per hari terkena dampak kekurangan air

AL Takils dnel AN emcaon Al T e 1 1 cmilerme b2 dal e A e o adai Adne YA
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milyar tidak mendapatkan sanitasi yang layak (WHO/UNICEF, 2000). Implikasinya jelas
pada munculnya penyakit, kekurangan makanan, konflik kepentingan antara penggunaan
dan keterbatasan air dalam aktivitas-aktivitas produksi dan kebutuhan sehari-hari. Prediksi
pada 1ahun 203U secara mencemaskan dikemukakan banwa 1 dari 4 (empat) orang akan
terkena dampak dari kekurangan air bersih (Gardner- Outlaw and Engelman, 1997 dalam
UN, 2003). Pada saat ini di negara- negara berkembang mempuny rat kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan air minum per kapita per tahun yaitu 1.7000 m3 sebagai air bersih

yang diperiukan untuk aktivitas sehari-hari dan untuk pemenuhan aspek kesehatan. Hai
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ini sebagian besar terdapat di Afrika, diikuti kemudian oleh Asia dan beberapa bagian di
Eropa Timur dan Amerika Selatan.

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya, diantaranya sebagai sumber air bersih untuk rumah tangga, sumber air baku untuk
industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Disisi lain, sungai juga sangat
rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri.
Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan
masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor—sektor

perekonomian.

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan
metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas
badan air dan kesesuaian peruntukan badan air. Dari hasi! perhitungan metode ini juga
dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan

untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan Kuaiitas karena adanya senyawa pencemar.

3.4.5. Perubahan Iklim Global
Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO2, CH4, CFC, HFC, N20),

terutama peningkatan konsentrasi CO2, di atmosfir menyebabkan terjadinya global
warming {peninghkatan suliu udara secaia global) yaig memicu teijadinya global climate
change (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak
yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup
lzinnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan
poia/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah iongsor pada musim
penghujan dan kekeringan pada musim kemarau, naiknya muka air laut yang
berpotensi  menenggelamkan  pulau-pulau  kecil  dan banjir rob, dan bencana
badai/gelombang yang sering meluluhlentakan sarana- prasarana penopang kehidupan di
kawasan pesisir. Perubahan ikiim giobai sebagai implikasi dari pemanasan giobai teiah
mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah terutama yang dekat
dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini discbabkan olch meningkatnya gas- gas
rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Gas-gas rumah kaca yang
meningkat ini menimbuikan efck pemantian dan penyerapan terhadap geiombang
panjang yang bersifat panas (inframerah) yang diemisikan oleh permukaan bumi kembali
ke permukaan bumi. Pengamatan temperatur global scjak abad 19 menunjukkan adanya

perubahan rata-rata temperatur yang menjadi indikator adanya perubahan iklim.
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Ilmuwan memperingatkan bahwa dengan tingkat pemanasan dunia kita yang seperti ini,
Kutub Utara akan kehilangan selurul esnya pada musim panas 2040. Jika temperatur
global meningkat hingga 6 derajat Celsius maka 95% dari seluruh spesies Bumi
akan musnah. Secara nyata semua makhiuk akan musnah karena topan besar, banjir,
gas hidrogen sulfida, dan bola api metana yang membakar permukaan Bumi dengan
kekuatan seperti bom atom. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu
hanyalah bakteri.

3.4.6. Agenda Prioritas Pembangunan Asta Cita

Asta Cita adalah delapan misi utama yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo
Subianto untuk periode pemerintahan 2024-2029. Misi-misi ini dirancang untuk
memperkuat berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut
adalah delapan poin Asta Cita:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HIAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan Kkeamanan negara dai mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lzpangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan
infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

=

Membangan dari desa dan dari bawah untuk pemeiataan ekonvini dau

pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkvat reformasi politik, bukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8 Mennerkuat nenvelaracan kehidunan vang harmaonic dengan lingkungan, aiam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan Asta Cita, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN
2025. Misalnya, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran sebesar Rp165,2 triliun
untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, sesuai dengan butir kedua Asta

Cita. Selain itu, Kementerian Agama menerima anggaran Rp78,01 triliun untuk

memperkuat kehidupan harmonis antarumat beragama, sejalan dengan butir kedelapan Asta
Cita.
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Implementasi Asta Cita juga didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya,
Kementerian Pemuda dan Olahraga memprioritaskan program yang menjadikan pemuda
Indonesia sebagai pilar utama bangsa yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global.
Demikian puia, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi fokus pada keamanan ruang
digital dan pemerataan akses internet untuk mendukung transformasi digital nasional.
Dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, Asta Cita diharapkan dapat
membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Dari beberapa permasalahan diatas yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, terdapat 8 (delapan) Isu Strategis, yaitu:
1. Belum gptimalnya jalan kondisi mentap
2. Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana Sumber Daya Air untuk pemanfaatan dan
pengendalian yang berkelanjutan.
3. Belum optimalnya akses sanitasi yang layak
. Belum opiimainya akses alr minwm yang aman
. Belum optimalnya jalan lingkungan daiam kondisi mantap

. Belum optimalnya pelaku jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi

-~ N W b

. Belum optimalnya bangunan gedung dun prusuruny yung memenuhi standar teknis

(= 4]

. Belum optimainya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN'

aneneak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 4.1, Tuinan dan Sasaran Jangla Menengah Jus rorjaan Um enat
| Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun
Tujuan Sasaran indikator Tujuan/ Sasaran Ke-
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
) 3) 4) (3) (6) Q) (8) ® | (19
5 == = . o
Terwujudnyd McmgiMm Prosentase capaian kualitas 64.96% | 40,58% |41,32% |42,07% 42 87%|43,66%
Infrastruktur yang | Kualitas infi "
berkualitas infrastruktur
2 | Teramindnyva Meninalratban | Prosentase Lataatan tarhadan a7 200.1 ag a794 1 QR 240,102 £1% Qg ®R04100 1504
Pembangunan yang |Kualitas RTRW
sesuai dengan Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang
T T T S PR ST IS STETETS AR
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‘STRATEGI DAN ARAH KEBI.I

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan
sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Visi pembangunan daerah “KOTA KREATIF
BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU” dapat tercapai dengan efektif tepat guna dan
efisien selama lima tahun kedepan dapat terwujud apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan
secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan keseiahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itw. arah kebiiakan merupakan
pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut
nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi
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program RPJMD Kota Denpasar 2025-2029. Pada RPJPD Kota Denpasar 2025-2029 program-
program RPJMD 2025-2029 merupakan program yang mendukung terwujudnya visi dan misi

Ancar wanc
Gabul pel Juuuum

kepala daerah terpilih serta sasaran pokok pada tahapan pembangunan jangka menengah keempat.

Tabe} 5.1. Siartegi dan Arah Kebijakan

VIS! : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

MISIT: -

Tujuan Sasaran I Strategi ‘ Arah Kebijakan
MISI IT : Menjaga Stabilitas Keamanan Dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan Dan Kesiapsiagaan
Bencana.

Tujuan Sasaran Strategi I Arah Kebijakan
Terwujudnya Meningkatnya sarana dan 1. Pengendalian banjir 1. Peningkatan pembangunan saluran
Infrastruktur yang prasarana sumber daya air berkelanjutan dan pengurangan | drainase.
berkualitas dalam kondisi baik luasan area genangan 2. Peningkatan pemeliharaan, dan

rehabilitasi saluran drainase /got/
sungai
2. Meningkatkan 3. Pembangunan saluran drainase
pembangunan dan pola terpadu dengan pendanaan dari

rehabilitasi,pemeliharaan dan
pengawasan saluran drainase.

sumber anggaran non APBD.

4. Peningkatan upaya-upaya
pengurangan timbuian sampah dan
pengelolaan sampah pada saluran
drainase dan sungai.

5. Peningkatan kebersihan sungai
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melalui penataan sungai untuk
menjaga fungsi sungai, mencegah
sungai sebagai tempat pembuangan
sampah/limbah, optimalisasi
penyediaan ruang terbuka yang
ramah dan aman, dan mempercantik
wajah kota.

6. Peningkatan Gerakan Kebersihan
saluran drainase/got /sungai melalui
sinergi antara Desa Kelurahan, NGO
dan seluruh lapisan masyarakat.

3. Penyediaan data base sistem
informasi drainase berbasis
data spasial yang terupdate
secara berkala

/. Pengembangan sistem informasi
drainase

MISI III : Kejujuran Dan Spirit Sewakadharma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya Mecningkatkan kualitas 4. Percepatan pemerataan 8. Meningkatkan upaya pendanaan
Infrastruktur yang infrastruktur jalan ketersediaan jalan pembangunan dan pemeliharaan
berkualitas 5. Meningkatan peran serta jalan melalui sumber pendaiiaan di

masyarakat dalam luar APBD Kota Denpasar.
pembangunan dan 9. Peningkatan Pemeliharaan rutin,
pemeliharaan jalan. berkala, rehabilitasi, dan
rckonstruksi untuk menjaga dan
meningkatkan, unmur struktur jalan,
dan fungsi drainase jalan
10. Mendorong peningkatan peran
masyaranat dalam pembangunan daii
pemeliharaan jalan secara swadaya.
6. Mengembangkan 11 Pembiayaan penyediaan
pengelolaan pemanfaatan infrastruktur untuk pengelolaan
ruang milik jalan/ruang pengelolaan pemanfaatan ruang
manfaat jalan untuk utilitas milik jalan/ruang manfaat jalan
guna men;iagx kualitag izlan, untnk utilitac ternadu melaini
keamanan dan serta estetika pembiayaan alternative/kerjasama
wajah kota dengan pihak ke tiga
7. Percepatan pembagunan dan | 12.Percepatan penetapan pembagian
pemeliharaan jalan status kewenangan pengelolaan jalan
berdasarkan kewenangan Kota Denpasar.
pemerintah Kota Denpasar
dengan Pemerintah Desa.
8. Peningkatan Penataan 13.Mendorong peningkatan peran
Jaringan Drainase jalan masyarakat dalam pembangunan dan
drainase.
14.Perencanaan Pembangunan
drainase jalan berbasis data spasial.
9. Peningkatan jalan yang 15.Meningkatkan upaya pendanaan
dilengkapi trotoar pembangunan dan pemeliharaan
trotoar melalui sumber pendanaan di
tuar APBD Kota Denpasar
Meningkatnya sarana dan 10. Peningkatan kinerja 16. Peningkatan sinergitas

prasarana sumber daya air
dalaw hondisi Daik

layanan saluran irigasi dalam
upaya wendukuny kecukupai
ketersediaan air bagi petani
pada setiap musim tanam.

pengelolaan saluran irigasi dengan
icuﬁmga Subd.lk

17. Peningkatan kapasitas
kelembagaan irigasi dan
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11. Penyediaan data base

saluran irigasi berbasis soasial

dan terupdate secara berkala.

peningkatkan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan irigasi

18. Pengembangan sistem informasi
sumber daya air berbasis special.

12. Peningkatan upaya-upaya
pengendalian kualitas dan
kuantitas air tanah

19. Peningkatan jumlah pembuatan
sumur-sumur resapan dan
berkoordinasi dengan stake holder
untuk pencegahan penurunan muka
air tanah dan intrusi air laut.

20. Pegembangan tehnologi/inovasi
dalam upaya pengendalian kualitas

dan kuantitas air tanah
Meningkatkan akses Air 13. Peningkatan cakupan 21. Meningkatkan cakupan
Minum yang Aman pelayanan dan pemenuhan penyediaan sambungan perpipaan
standar Keterjangkauan, Rumah Tangga.

Kontinuitas, Kuantitas,
| ¥ aYias &iC OTOTGT ().

22. Mendorong peningkatan peran
polakn asalta et prograim C3R
dalam penyediaan akses air minum
masyarakat.

23. Meningkatkan upaya pendanaan
penyediaan akses air minum melalui
sumber dana non APBD Kota
| Dlennasar

—

sarana dan prasarana TPS3R

Meningkatkan akses Air 14. Peningkatan cakupan 24. Peningkatan cakupan layanan
Limbah yang layak layanan sanitasi sekala kota sanitasi melalui penyedian
dan skala rumah tangga sambungan Rumah DSDP.
berbasis data special 25. Fasilitasi peningkatan
penyediaan infrastruktur sanitasi
- - berbasis masyarakat.

. 15. Peningkatan kapasitas 26. Pengembangan alternative
kelembagaan kelompok tehnologi pengolahan air limbah,
masyarakat pengelola sanitasi | yang adaptif terhadap ketersediaan

: sumber daya perkotaan |
16. Pengembangan penyehatan 27. Peningkatan pembangunan
lingkungan permukiman yang infrastruktur sanitasi melalui

| terintegras: dan berkelanjutan. kolaborasi multi stakeholder _+
Meningkatnya pembangunzn | 17. Peningkatan kapasitas 28. Peningkatan kuzlitas

layanan pengelolaan sampah

infrastruktur TPS3R

18. Pengembangan teknologi
pengelolaan sampah

29. Mendorong pengembangan
alternative teknologi pengelolaan
persampahan melalui kerjasama
dengan Universiias, NGO/MLSM dau
lembaga pemerintah

Terwujudnya

Meningkatnya penataan

19. Peningkatan layan

30. Peningkatan kinerja layanan ijin

Pembangunan yang reklame sesuai pemanfaatan | pemberian ijin reklame dalam Reklame, berbasis spacial.
sesuai dengan Rencana | ruang upaya peningkatan pendapatan
Tata Ruang daerah dan menjaga kualitas
wraiah kota
Meningkatnya kualitas 20. Peningkatan kinerja 31. Peningkatan layanan penilaian
Bangunan Gedung dan layanan penerbitan kesesuaian standar teknis
Prasarananya yang rekomendasi IMB/PBG pembangunan bangunan gedung
memenuhi standar teknis 21. Peningkatan kinerja pemerintah maupun non pemerintah
layanan penertiban SLF
32. Peningkatan lavanan penilaian
kelayakan pembangunan bangunan
gedung pemerintah maupun non
R ————— L S S s e
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pemerintah
33. Peningkatan Kapasitas SDM

Meningkatnya kualitas

22. Meningkatkan Kualitas

34. Meningkatkan Kualitas Layanan

perencanaan dan pelaporan | Layanan DPUPR DPUPR
| 23. Akselerasi pencapaian 8 | 35. Meningkatkan nilai RB.
Area RB dan LKjIP 36. Meningkatkan nilai LKjIP
24. Pengembangan dan 37. Penguatan kualitas dan kapasitas
Penguatan TIK TIK DPUPR

25. Meningkatkan sinegritas
perencanaan

38. Meningkatkan kualitas
perencnaan berbasis data dan
indikator capaian

39. Peningkatan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan
yang responsive gender, handal dan
ramah bagi semua

MISI IV : Unggul dalam kualitas sdm, pemanfaatan

| berbasis tri hita karana.

tehnologi dan inevasi menuju keseimbangan pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya Meningkatnya Pelaku Usaha | 26. Peningkatan Jumlah 40. Peningkatan peserta sertifikasi
Infrastruktur yang Jasa Konstruksi yang tertib | Tenaga Kerja Konstruksi di keterampilan jenjang pendidikan
berkualitas Jasa Konstruksi Kota Denpasar yang sekolah menengah kejuruan.

bersertifikat kompetensi jasa

 konstruksi

41 Peningkatan kerjasama dengan
pihak ke 3/ masyarakat jasa
konstruksi untuk meningkatkan
kualitas dan kapasitas tenaga kerja
konstruksi.

' Z7. Peningkatan jumiah BU
Jakon yang tertib Jakon

' 42. Peningkatan Kapasitas dan
intensitas monitoring tertib
pelaksanaan dan tertib usaha jasa
konstruksi.

43. Peningkatan sosialisasi tertib jasa
konstruksi kepada masyarakat Jasa
Konstrukst

|

44. Penguatan pelaksanaan PUG di
bidang jasa konsauksi.

MISI V : Penguatan Jati Diri Dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

| Terwujudnya
Pembangunan yang

Pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan Rencana

 28. Penguatan fungsi
pengaturan penataan ruang

45. Percepatan penyelesaian RTRW
' berikut turunnannya

sesuai dengan Rencana | Tata Ruang
Tata Ruang
29. Peningkatan iklim investasi | 46. Penyebarluasan informasi
dan kemudahaan berusaha regulasi penataan ruang
47. Meningkatkan kinerja layanan
penaraan ruang meiaiui KTUT O35
48. Pemenuhan RTH Kawasan
Perkotaan (RTH Publik 20% dan
RTH Privat 10%)
30. Penguatan basis data 49, Peningkatan keterpaduan
spatial pembangunan berbasis data spesial
- 31, Meonioring kesesuaian £0. Pemberian insentif door -
kegiatan pem anfaatan ruang | disinsentif terkait pemanfaatan ruang_]
e T T 2 A T T T N N 70 B R T AT s S R P T v S A S el R S

RANHIR {(RANCANGAN AKHIR] RENSTRA DPUPR 2025

2028




51. Meningkatkan pengawasan
terhadap Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR)

32. Meningkatkan kesetaraan
gender

52. Peningkatan partisipasi
perempuan dalam pelatihan dan
sertifikasi kompetensi jasa
konstruksi

RANHIR (RANCANGAN AKHIR] RENSTRA DPLUPR 2025 - 2029




BAB VI

RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PEN DANAAN

Berikut ini adalah Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Perangkat
Daerah pada Tabel 6.1 sebagai berikut :
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BABVII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG' URUSAN

Tabel 7.1, Indikator Kinerja Perangkat Daerak yang Mengacs pada Tujuan dan Sasaran RPIMD
[ Kondisi
Rinerja .
pada awal Target Capaian setiap Tahun _Kondisi
periode Kinerja pada
No. Indikator RPIMD akhir
periode
RPIJMD
Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026| Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029
1) 2) (3) “4) &) (6) M 8) )
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
| |Proporsi Panjang 64,62 % 65,48 % 66,34 % 66.84% 67.34% 67.84% 68.34%
Jaringan Jalan
Dalam Kondisi Baik
2 |Rasio panjang jalan 1795 18278 1860.6 1893.4 1926.2 1959 1991.8
dengan jumlah Jiwa'km Jiwa/km Jiwa/km Tiwa/km Jiwa/km Jiwa/km Jiwa/km
penduduk
3 |Persentase jalan 62,97 % 63,59 % 64,21 % 66.84% 67.34% 67.84% 68.34%
kabupaten dalam
kondisi baik (> 40
KM/Jam)
4 [Persentase jaian 17.68 % 17,89 % 18,09 %0 i8.29% i8.49% i8.69% 18.8%%
yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)
5 |[Persentase rumah 9,29% 9,33% 9,37% 9.41% 9,45% 9,49% 9,53%
tinggal bersanitasi
[PAL DSDP dan
Komunal
§ (Porsentasc drainase 84,50 % 85,80 % 85,78 % 8630% 86,98% 87,50 % 8$8,10%
dalam kondisi baik/
pembuangan aliran
air tidak tersumbat
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Persentase irigasi
kabupaten dalam

| kondisi baik

85,50 %

86,00 %

86,50 %

87.00 %

87,50 %

88,00 %

88,50 %

(-t

Rasio jaringan
irigasi

15,30 %

16,04 %

16,50 %

17,00 %

17,25 %

17,50 %

17,75 %

| Proporsi rumah

tangga dengan akses
berkelanjutan
'terhadap air minum
layak, perkotaan dan
perdesaan (SDGs)

53,35%

53,49%

53,61%

53,75%

53,85%

54,03%

54,17%

Persentase rumah
tangga yang
mendapatkan akses

air minum

100.%

100 %

100 %

100 %.

100 %.

100 %

11

Persentase kejadian.
genangan (Tidak
terjadi genangan > 2
kali setahun)

22,00 %

26,00 %

PENATAAN RUANG

12

Persentase ketaatan
terhadap RTRW

95,40 %

97.80%

98.07%

98.34%

98.61%

98.88%

99.15%

13

Luasan RTH publik
sebesar 26% den
luas wilavah
kota’kawasan
perkotaan

14,67 %

14,84 %

14.99%

15.03%

15.07%

15.11%

15.15%

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran PRPJMD

merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD untuk dilakukan indentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam

RPIMD.
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Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai
ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasiian pencapaian visi dan misi kepaia daerah dan wakil

. kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator
kinerja penyclenggaraan pemerintahan dacrah yang ditetapkan menjadi Indikator Kincrja
Kunci (IKK).

l

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Denpasar
‘ Tahun 2025-2029 dirumuskan Indikator Kinerja Daerah yang mencakup indikator makro
| ekonomi diantaranya Tingkat Inflasi Kota Denpasar, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
Persentase Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Penggangguran Terbuka. Selain
dari tren data indikator makro tersebut, beberapa indikator lainnya yang ditetapkan juga
berkaitan langsung dengan pencapaian indikator makro tersebut, antara lain urusan wajib
pelayanan dasar seperti pendidikan; kesehatan; ketentraman, ketertiban dan keamanan; daya
saing daerah termasuk iuga kontribusi sektor nariwisata tethadap PNRR. Disamping itu juga
untuk mendukung industri ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya, diperlukan
dukungan kongktivitas, pengembangan infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang

berpontensi untuk pengembangan energi terbarukan.
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BAB VIl

PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh
pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan urusan wajib non
pelayanan dasar, bidang urusan perdagangan. Diharapkan dengan ditetapkannya Ranhir Renstra
Perangkat Daerahi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ini, seluruh
perencanaan jangka menengah di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Denpasar dapat terealisasi dan dijabarkan dalam perencanaan takunan, dengan tetap
memperhatikan kondisi  kekinian yang mengemuka pada saat penyusunan perencanaan

pembangunan tahunan.

Rancangan Akhir (Ranhir) Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan integratif
yang terkait dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Kota Denpasar. Dengan demikian, Ranhir Renstra Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diharapkan menjadi bagian integral yang
tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunen yang integratif sektoral dengan tetap
mengacu pada RPJMD Kota Denpasar.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar
,‘r\ i
“&_}!fw_——-
AA N Airaw
Pembina Utama Muda

NIP. 19660416 199703 1 005

WALIKOTA DENPASAR,

1 GUSTI NGURAH JAYA ;J:EGARA



